
 
 
 

 

 

 

WALI KOTA CIREBON  

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

       NOMOR  48  TAHUN  2020   

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON  

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA CIREBON, 

 

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali 

Kota Cirebon  Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Cirebon tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah, 

sehingga perlu dipedomi dalam pelaksanaan  

administrasi pengelolaan keuangan daerah; 

 

 

 

 b. 

 

 

 

c. 

bahwa sehubungan adanya perubahan, penambahan 

dan penyempurnaan ketentuan dalam Lampiran 

Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Daerah  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali 

Peraturan Wali Kota; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Wali Kota Cirebon  Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa 

Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia                     

Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  1954  

tentang     Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota 

Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 551); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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 7. Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015   tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  

 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah                 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5340); 

 10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5533); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                    

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32                  

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah  

diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun  2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);  

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64                    

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19                     

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2016 Nomor 547); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90                   

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

 24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015               

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 63); 
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 25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016               

Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 69); 

 26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon       

Tahun 2016 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 70); 

 27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016                 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon               

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon               

Tahun 2020 Nomor 5); 

 28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Wali 

Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 32);   

 29. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah                     

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016      

Nomor 65); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17  

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 
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Pasal I 

 
Ketentuan BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI dalam Lampiran 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor  17 Tahun 2014 tentang  Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal  II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

                                                                                

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 17 Desember 2020 

WALI KOTA CIREBON, 

ttd, 

NASHRUDIN AZIS 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 18 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

ttd, 

AGUS MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 48 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA, 

 
 
 
 

FERY DJUNAEDI, SH. MH 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19711228 199803 1 002 


